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ABSTRAK

Kejahatan kerah putih atau sering disebut dengan istilah white collar crime sangat sulit untuk 
dilakukannya pembuktian untuk mendapatkan keterangan di persidangan Kejahtan tersebut 
merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan kejahatan yang terorganisir sehingga sangat 
sulit untuk diperangi. Beberapa contoh tindak pidana yang sulit untuk dilakukan pembuktian 
seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uangy dan tindak pidana perlindungan 
konsumen. Tindak pidana tersebut menganut “Asas Pembuktian Terbalik” yang pembuktian 
bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa dibuktikan oleh tersangka/terdakwa tersebut bukan 
dibuktikan oleh penuntut umum. Dalam pembuktian terbalik ada harus hal-hal yang diperhatikan 
agar tidak terjadi pelanggaran HAM, maka para penegak hukum baik penyidik maupun penyelidik 
harus mengabi/ langkah yang tepat agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang sesuai di amanatkan 
oleh undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: pembuktian terbalik, korupsi, pencucian uang, perlindungan konsumen
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia telah merdeka selama 65 tahun, dalam era reformasi telah banyak

persoalan-persoalan hukum yang terjadi yang dikarenakan banyaknya kepentingan- 

kepentingan pribadi maupun kelompok. Seiring waktu Indonesia merdeka, 

perkembangan hukum pidana yang merupakan suatu hukum publik yang hidup dan 

berkembang di dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu mengalami 

perkembangan yang sangat pesat sebagai latar belakang dan urgensi1 diadakannya 

pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosioK

filosofik dan sosio kultural masyarakat. Masalah pembuktian tindak pidana

seringkah menimbulkan kesulitan dalam melakukan suatu pembuktian untuk

membuktikan bahwa tersangka/terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau 

tidak, salah satunya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang

disebut sebagai w h i (e collar crinte.

White collar cirme ialah semua bentuk pelanggaran yang dilakukan bidang 

pekerjaan (profesi), misalnya oleh bankir, industriawan, pedagang, dan sebagainya, 

jadi oleh orang-orang yang termasuk upper class, yang semata-mata berusaha

A
M. Rasyid Ariman. Svarifiiddin Pcltanasc dan Fahini Ragliib, Kebijakan Kriminal, UNSRI, 

Palembang. 2007. lilin, kata pengantar.
\\
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2

memperoleh keuntungan materiil tanpa menghiraukan kerugian yang diderita dari 

akibat perbuatan mereka itu.2

Beberapa jenis tindak pidana sistem pembuktian terbalik dalam undang- 

undang tindak pidana yang sulit untuk melakukan pembuktian yaitu:

1. Tindak Pidana Koaipsi

Menurut Djoko Sumaryanto3 tindak pidana korupsi adalah tindak 

pidana “Gralif/cation ” atau pemberian yang berkolerasi dengan suap 

(briberi). Pembuktian terhadap tindak pidana koaipsi diatur dalam UU No. 20 

Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai

berikut:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau

lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan 

suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

- M. Rasyid Ariman. Svarifuddin Pcttanasc dan Fahmi Raghib, Mengenal Kriminologi. 
UNSRI. Palembang. 2007.hlm. 19.

Djoko Sumaryanlo. Pembalikan lieban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka 
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Penerbit Prestasi pustaka. Jakarta. 2007. hlm. 145.
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b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan 

oleh penuntut umum.”

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Sutan Remy Sjahdeini4 pencucian uang atau money 

lamidering adalah rangkaian kegiatan yang meaipakan proses yang dilakukan 

seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari 

tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asul-usul uang tersebut dari pemerintah atau ototritas yang berwenang 

melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan 

terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial 

System) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarakan dari sistem

keuangan itu sebagai uang yang halal. Pembuktian tindak pidana pencucian

uang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 Pasal 35

menyatakan sebagai berikut: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan 

merupakan bukan merupakan hasil tindak pidana. Di dalam penjelasannya 

bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk diberi kesempatan untuk 

membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana ”

1 Sutan Remv Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan 
Terorisme.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2004. hlm. 5.
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3. Tindak Pidana Perlindungan konsumen

Menurut Janus Sidabalok,5 tindak pidana perlindungan konsumen 

yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana 

ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak 

dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan prekonomian 

nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pembuktian 

tindak pidana perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 

Pasal 22 menyatakan sebagai berikut:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 

merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan

bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”. Di dalam penjelasannya bahwa UU

No. 8 Tahun 1999 menerapkan sistem pembuktian terbalik.

Dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 

perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya menyatakan 

bahwa tersangka/terdakwa dibebani untuk pembuktian yang dikenal dengan “asas 

beban pembuktian terbalik.”

5 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 2010, hlm. 163.
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Asas pembuktian terbalik menimbulkan penyimpangan kaidah hukum 

terhadap KUHAP yang bedasarkan asas praduga tak bersalah maksudnya seseorang 

belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berdasarkan 

Penjelasan KUHAP butir 3 (tiga) huruf c.

Menurut M. Yahya Harahap6 KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka 

atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan 

dilindungi oleh aparat penegak hukum. Jika dihubungkan dengan “asas pembuktian 

terbalik,” Menurut Muladi7 yaitu asas pembalikan beban pembuktian hendaknya 

dilakukan secara hati-hati dan selektif karena rawan terhadap pelanggaran H AM dan 

dilakukan dalam rangkaproceeding.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian 

terbalik jika tidak dilakukan secara hati-hati dan selektif oleh para aparat penegak

hukum, akan dapat menimbulkan pelanggaran H AM terhadap terdakwa. Hak-hak

asasi terdakwa wajib dihormati yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Dengan mengambil pedoman diatas guna untuk memahami tentang 

pembuktian terbalik dalam perundang-undangan di Indonesia, maka Penulis

mengambil judul “ANALISIS YURUDIS TENTANG PEMBUKTIAN

TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA

6 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP Edisi II, 
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007. lilin.40.

' Djoko Sumaryanlo, Op.cit. lilin. 146
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TINDAK PIDANA PERLINDUNGANPENCUCIAN UANG DAN,

KONSUMEN.”

B. Rumusan Pemasalahan

Dengan melihat latar belakang seperti yang tersebut di atas maka timbul suatu

permasalahan yaitu:

1. Apakah yang menjadi tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana

korupsi?

2. Apakah yang menjadi tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana

pencucian uang?

3. Apakah yang menjadi tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana

perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana 

korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perlindungan 

konsumen.

2. Untuk lebih memahami tentang pembuktian terbalik terhadap tindak 

pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana 

perlindungan konsumen.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Dari aspek teoritis, dapat memberi masukan dan sumbangan bagi 

pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan perkembangan penegakan hukum di

Indonesia.

b. Dari aspek praktis, sebagai sumbangan untuk membantu para akademisi dan 

praktisi sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan pembuktian 

terbalik terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana 

metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu 

yang bersangkutan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. 

Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, 

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan 

yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.9

89 Koentjaraningrat. Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia. Jakarta. 1997. lilin. 16. 
Socrjono Sockanlo. Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Prcss Jakarta. 1986. hlm. 43.
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1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, merupakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.10

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada 

dalam masyarakat.11 Kemudian penulisan ini dikaji kembali dengan 

cara membandingkan dari ketiga rumusan permasalahan diatas, untuk 

mendapatkan tujuan dan kesimpulan dari penulisan ini.

Jakarta ?()mTifin25 ^ Asikin‘ PenS^tarMetode Penelitian Ihtkwn. Raja Grafindo Persada, 

11 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlni. 105.
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3. Jenis dan Sumber Bahan

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber pada 

bahan sekunder. Bahan sekunder akan di peroleh melalui studi

pustaka, dokumen resmi, dan bahan hukum.

Di dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder terdiri dari1” 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, dan terdriri

dari: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 15

Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, terdiri dari: asas-asas hukum, buku-buku,

yurisprudensi, dokumen resmi, dan doktrin.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: 

kamus, ensiklopedia, media cetak, media elektronik dan jurnal ilmiah.

Amiruddin dan Zainal Asikin, PengantarMelode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2010. hlm. 31.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh bahan sekunder akan dilakukan studi kepustakaan 

yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Literatur-literatur tersebut 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan

Setelah bahan-bahan dikumpulkan, maka bahan tersebut akan

dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

kualitatif yaitu13 suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

kajian.

13 Zainuddin Ali, Op.cit. hlm. 107.
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